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Penaikan Dana Parpol
Tunggu Pembahasan Teknis

KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI
Aziz Syamsuddin menyatakan Banggar belum
membicarakan secara detail terkait wacana
pPenaikan dana bantuan partai politik. Di-
rinya masih menunggu pembahasan teknis di
komisi dan pandangan dari fraksi-fraksi.

“Prinsipnya, dari pandangan, pemerin-
tah, dalam hal ini Kementerian Keuangan,
menunggu perkembangan terakhir. Ini (pe-
naikan dana parpol) memungkinkan dan bisa
disepakati,” ucap dia saat dihubungi Media
Indonesia, kemarin.

Dikatakan dia, Banggar tidak memiliki
kewenangan dalam hal teknis. Kebijakan
mereka hanya sebatas pada anggaran. Untuk
itu, dirinya meminta agar pandangan yang
berkembang di masyarakat tidak menyalah-
kan Banggar. -

“Kita tidak ada kewenangan teknis, jadi hal
ini tunggu pembahasan di komisi teknis dulu.
Seperti yang dibilang tadi, secara background
ini memungkinkan.,” tegas dia. = \ w -

Selain itu, lanjut Azis, rencana penaikan
dana bantuan partai peolitik (parpol) vang
disampaikan pemerintah masih ‘menunggu
pandangan fraksi-fraksi pada pembahasan

Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara.

(RAPBN) 2018. “Rapat tersebut masih sekitar
dua pekan pendatang.” kata Aziz. .
Sebelumnya., Menteri ])_alam Negeri Tjahj

RAPAT PANSUS RUU PEMILU: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) berbinca
dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebelum rapat Pansus RUU Pemiilu di kom
parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7). Rapat kerja tersebut mengagendakan pengambila
keputusan mengenai lima paket isu krusial dalam RUU Pemilu.

Kumolo mengatakan pemerintah akan mengu-
sahaan penaikan dana bantuan parpol 2017
meningkat.

Adapun usulan penaikan dana bantuan
parpol, menurut Tjahjo, ialah menjadi Rp1.000
Pper suara dari sebelumnya Rp108 per suara
Prada pemilu. )

Menurut Tjahjo, usulan penaikan dana ban-
tuan parpol yang diberikan itu nantinya tetap-
berdasarkan perolehan suara parpol dalam
pemilu. Usulan penaikan dana bantuan parpol
yang telah mendapat persetujuan Menteri
Keuangan, menurut Tjahjo, adalah menjadi
Rp1.000 per suara.

Ia juga menekankan penggunaan dana
bantuan partai politik-akan diaudit Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memper-
tanggungjawabkan alokasinya.

“Nanti diaudit BPK setiap tahun. Jika saat
diaudit tidak benar penggunaannya, bisa

=prsaja bantuan tahun selanjutnya dihentikan,”
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T ujar Tjahjos-

Sementara dtu, Direktur Jenderal Kesa-
tuan Bangsa dan/Politik (Dirjen Kesbangpol)
Kemendagri Soedarmo mengatakan agar
rencana~darna bantuan parpol itu dapat
“terealisasi harus ditindaklanjuti dengan
merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 5
Tahun 2009 yanganengatur hal tersebut.
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